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Mengingat 

BUPATI SEMARANG 

PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SEMARANG 

NOMOR I05TAHUN 2017 

TENTANG 

TARIF RETRIBUSI SEWA KIOS 
PASAR KULINER SUROBOYO DI AMBARAWA 

KABUPATENSEMARANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SEMARANG, 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat untuk kesejahteraan dan kepentingan 
umum pedagang Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa 
Kabupaten Semarang, maka perlu meninjau kembali 
tarif retribusi sewa kios Pasar Kuliner Suroboyo di 
Ambarawa; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan 
ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pada 
intinya menyatakan bahwa tarif retribusi ditinjau 
kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan 
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Sewa Kios 
Pasar Kuliner Suroboyo di Ambarawa Kabupaten 
Semarartg; 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan 
Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1652); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 Ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang 
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamdya Daerah 
Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II 
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3500); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran 



Menetapkan 

Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 

Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran 
Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2, 
Tambahan Lembara.n Daerah Kabupaten Semarang 
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2017 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa 
Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 
2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Semarang Nomor 1); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI SEWA 
KIOS PASAR KULINER SUROBOYO DI AMBARAWA 
KABUPATEN SEMARANG. 

Pasal 1 

Tarif Retribusi Sewa Kios Pasar Ku.liner Suroboyo di Ambarawa yang semula 
Rpl.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per kios per bulan 
menjadi Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per kios per bulan. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati mt dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Semarang. 

Diundangkan di Ungaran 
pada tanggal 3o - 11- - 1oq 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SEMARANG, 

ttd. 

GUNAWAN WIBISONO 

Ditetapkan di Ungaran 
pada tanggal 30 - t 2. - 2017 

BUPATI SEMARANG, 

ttd. 

MUNDJIRIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017 NOMOR to~ 


